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ABSTRAK
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Jurusan Hukum Tata Negara, Program Studi Hukum Tata Negara Institut
Agama Islam Negeri Purwokerto

Penerangan jalan umum merupakan salah satu fasilitas yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan dalam kegiatan berlalu lintas dan
angkutan jalan dan bertujuan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran
berlalu lintas serta memberikan kemudahan bagi pemakai jalan. Penerangan jalan
umum sangat penting bagi para pengguna jalan, baik itu di wilayah perkotaan
yang padat penduduknya atau di daerah pedesaan yang jarang penduduknya.
Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara  membentuk
Peraturan Daerah Nomor21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara. Akan tetapi fasilitas
penerangan jalan umum di suatu daerah tidak selamanya memadai. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui tahapan pengelolaan penerangan jalan umum di
Kabupaten Banjarnegara dan mengetahui bagaimana pengelolaan penerangan
jalan umum dilihat dari perspektif magqasid al-syari’ah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reaserch) dengan
tempat penelitian di kantor Dinas Perhubungan Banjarnegara. Metode yang
digunakan adalah metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Adapun
pengumpulan data yaitu dengan cara inventarisir peraturan perundang-undangan,
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data menggunakan
tahapan reduksi, display dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan penerangan jalan umum dan
lingkungan di Kabupaten Banjarnegara belum dilaksanakan sesuai standar
pelayanan dan standar operasioal prosedur yang ada. Pengelolaan penerangan
jalan umum dan lingkungan belum maksimal karena ditemukan beberapa
hambatan seperti sumber daya tenaga dan anggaran yang terbatas. Selanjutnya
untuk pengelolaan penerangan jalan umum yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan Kabupaten Banjarnegara mempunyai maksud untuk menunjang
keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah keindahan lingkungan.
Dalam kaitannya maqasid al-syari’ah termasuk ke dalam memelihara harta (Aifz
al-mal), perlindungan kepada jiwa (hAifz al-nafs) dan perlindungan kepada
lingkungan (hifz al-bi’ah).

Kata Kunci: Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Dinas Perhubungan, maqasid
al-syari’ah.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987
tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan

beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba B Be
o Ta T Te
& sa S es (dengan titik di atas)
c Jim J Je
c ha h ha (dengan titik di bawah)
¢ Kha Kh Ka dan ha
5 Dal D De
5 Zal Z zet (dengan titik di atas)
g Ra R Er
5 Za Z Zet
o Sin S Es
5 Syin Sy Es dan ye
o sad $ es (dengan titik di bawah)
= dad d de (dengan titik di bawah)
L ta t te (dengan titik di bawah)
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b za z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain Koma terbalik keatas
¢ Gain G Ge
o Fa F Ef
3 Qaf Q Ki
4 Kaf K Ka
J Lam L El
. Mim M Em
o Nun N En
P Wawu w We
2 Ha H Ha
: Hamzah ' Apostrof
< Ya Y Ye
2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf latin Nama
_ fathah A A
Kasrah I I
/_’ damah U U
Contoh: <& -kataba Ch - yazhabu
Jad -fa‘ala dis—su'ila

2) Vokal rangkap (diftong)
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Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan Nama
Hurut Huruf
& Fathahdanya Ai adani
S Fathahdanwaw Au adanu
u
Contoh: &S - kaifa J%» — haula

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
) a dan garis di
B fathah dan alif _
S A atas
G i dan garis di
- Kasrah dan ya _
1 atas
damah dan u dan garis di
A a
sl wawu U atas
Contoh:
& - gala Jé - gila
= 0- rama Js& — yaqiilu

4. Ta Marbiitah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta marbitah hidup

ta marbitah yang hidup atau mendapatkan harakatfatzah, kasrah dan

dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) Ta marbitah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah /h/.
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3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbirah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbirah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

contoh:
JUb Y 2z, Raudah al-Asfal
5y55l) 2yl al-Madinah al-Munawwarah
b Talhah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberitanda syaddah itu.

Contoh:

U - rabbana

J3 nazzala

6. Kata Sandang
Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu J!, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti
huruf gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsyiyyah, kata sandang yang
diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,
yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang
langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah, ditransliterasikan sesuai
dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata
sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan
tanda sambung atau hubung.

Contoh:



JaJl - al-rajulu
8l - al-galamu
7. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop.
Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak

di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:
Hamzah di awall s Akala
Hamzah di tengah O9dls ta’khuz|ina
Hamzah di akhir I an-nau’u

8. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim maupun huruf, ditulis terpisah.
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah
lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan
maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara;
bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih

penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:
Bl b A Olg . wainnallahalahuwakhairar-razigin
Olibly ST 1535 * faaufii al-kailawaal-mizan

9. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal,
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal
kata sandang.
Contoh:

J sy Y a2l Wa maMuhammadun illa rasul.

el @Y o, Ay Wa lagqad raahu bi al-ulfuq al-mubin
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A

BAB |

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (rechts-
staat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Dalam
penjelasan UUD 1945 ditegaskan bahwa aturan hukum harus menjadi
pedoman dalam kehidupan bernegara. Hukum menjadi ukuran atau
standar yang diperlukan dalam mengatur hubungan antara sesama
warga negara, dan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara
dengan negaranya.'Dalam tradisi hukum di negara-negara yang menganut
sistem hukum eropa continental (civil law) seperti Indonesia, keberadaan
undang-undang adalah salah satu bentuk implementasi dan prinsip-prinsip
negara hukum.?

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial.
Fungsi sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan
anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib.> Adapun
unsur-unsur khas dari pada suatu negara hukum adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak asasi manusia
yang mengandung persamaan dalam bidang politik, ekonomi, sosial,

kultur dan pendidikan;

! Tania Dwi Safitri, “Perspektif Siyasah Maliyah Terhadap ImplementasiPeraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum”, Skripsi(Ponorogo: IAIN Ponorogo,
2019), him. 1.

2 A. Rosyid Al Atok, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Teori,

Sejarah, dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bicameral (Malang: Setara Press, 2015),

him. 1.

% H. Ishaq, Dasar Dasar llmu Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), him. 7.



2. Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi
oleh suatu kekuasaan dan kekuatan lain apapun;

3. Adanya legalitas dalam arti hukum dalam semua bentuknya;

4. Adanya undang undang dasar yang memuat ketentuan tertulis tentang

hubungan antara penguasa dengan rakyat.*

Sinergitas urusan pemerintahan dapat melahirkan sinergi
kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena setiap
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengetahui siapa
pemangku  kepentingan  dari  kementerian/lembaga  pemerintah
nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara
nasional.’

Segala urusan pemerintahan daerah diatur di dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini.® Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa

* Nur Yanto, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Jakarta: Mitra Wacana Media,
2017), him. 68.

%Irfan Setiawan, Handbook Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta: Wahana Resolusi, 2018),
him. 32.

® 'Yusnani Hasyimzoem, dkk., Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers,
2017), him. 37.



daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan
masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.”

Adapun hal-hal yang menjadi urusan pemerintahan daerah adalah
bidang legislasi, perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) serta masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan
daerah.?

Konsep desentralisasi sering nampak pada pembahasan tentang
sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. “Desentralisasi merupakan
penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah,
mulai dari kebijakan, perencanaan, sampai pada implementasidan
pembiayaan dalam rangka demokrasi.® Artinyamengurus kepentingan
ruma tangga sendiri atas inisiatif dan beban biaya sendiri sejauh tidak
menyimpang dari kebijakan pemerintah pusat.*

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk
mengarahkan pengambilan keputusan."Kebijakan publik adalah suatu
aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku
mengikat seluruh warganya.* Menurut Nugroho, ada dua karakteristik

dari kebijakan publik yaitu kebijakan publik merupakansesuatu yang

7 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika,

2006), him. 8.

8 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan..., hm. 9.
°Semdi J. E. Sopbaba, dkk, “Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Terhadap

Pendapatan Asli Daerah”, Jurnal Ilmu Sosial dan Illmu Politik Vol. 1, no. 2, (2012):
16.www.publikasi .unitri.ac.id.

10 Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara (Jakarta:

Ghalialndonesia, 1984), him. 149.

1 Eko Handoyo, Kebijakan Publik, (Semarang: Widya Karya, 2012), him. 5-6.
'2 Uddin B. Sore dan Sobirin, Kebijakan Publik (Makasar: Sah Media, 2017), him. 8.



mudah untuk dipahamidan mudah diukur.”*Setelah suatu kebijakan
disusun, proses selanjutnya adalah implementasi kebijakan. Implementasi
kebijakan merupakan sebuah tahap dalam proses kebijakan publik yang
dilaksanakan untuk mencapai tujuan.*

Allah SWT sebagai pembuat syariat tidak menciptakan suatu
hukum dan aturan di muka bumi ini tanpa tujuan dan maksud begitu saja.
Syariatditurunkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan
hamba sekaligus untuk menghidari kerusakan, baik di dunia maupun di
akhirat. Pada dasarnya inti dari tujuan syariat(hukum) atau magqgasid al-
syari’ah adalah kemaslahatan umat manusia. Kandungan magasid al-
syari’ah dapat diketahui dengan mengutip Ghofar Sidiq sebagaimana la
mengutip pendapat al-Syathibidalam kitabnya A/-Muwataqgat Fi Usul al-
Figh. Di situ beliau mengatakan bahwa sesungguhnya syari’ah itu
ditetapkan tidak lain untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di
akhirat.”

Magqasid al-syari’ah dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya.
Apabila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia,
maslahat dapat dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. Al-daruriyah yaitu maslahat yang bersifat primer, dimana kehidupan

manusia sangat tergantung padanya, baik aspek a/-diniyah (agama)

3 Taufiqurakhman, Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada
Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
UMB pers, 2014), him. 4.

4 John Fresly Hutahayan, Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi dan
Kinerja Pelayanan Publik (Sleman: Budi Utama, 2019), him. 119.

Ghofar Shidig, “Teori Magashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan
Agung. Vol. XLIV, no. 118, (2009): 121.Jurnal.Unissula.ac.id.



maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat
ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan
manusia di dunia menjadi hancur yang merupakan tingkatan maslahat
paling tinggi. Di dalam Islam, maslahat daruriyyah ini dijaga dari dua
sisi: pertama, realisasi dan perwujudannya, dan kedua, memelihara
kelestariannya. A/-daruriyah dijelaskan lebih rinci mencaku lima
tujuan, yaituhifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa),
hifz al-‘agl (menjaga akal), hifz al-nasb (menjaga keturunan) dan hifz
al-mal (menjaga harta).

2. Al-hajiyah, yaitu maslahat yang bersifat sekunder, yang diperlukan
oleh  manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan
menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan
terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai
merusak kehidupan.

3. Tahsiniyah, yaitu maslahat yang merupakan tuntutan a/-muruah
(moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaika dan kemuliaan. Jika ia
tidak ada, maka tidak sampai merusa ataupun menyulitkan kehidupan
manusia. Maslahat tahAsiniyah ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier
untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.®

Seperti halnya Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara
membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur tata cara pengelolaan

penerangan jalan umum dalam Peraturan Daerah No 21 Tahun

¥Ghofar Shidiq, “Teori Magashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Sultan
Agung. Vol. XLIV, no. 118, (2009): 122.Jurnal.Unissula.ac.id.



2015.Peraturan daerah tersebut harus di implementasikan dengan baik
supaya tujuannya tercapai. Kabupaten Banjarnegaraterletak pada jalur
pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang

membujur dari arah barat ke timur.

Kabupaten Banjarnegara sebagai daerah otonom dituntut mengatur
daerahnya sendiri, dengan berbagai perangkat daerah seperti Dinas
Perhubunganyang mempunyai tugas pokok sebagaimana ditetapkan dalam
Peraturan Daerah No 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan
Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara. Tugas Dinas
Perhubungan adalah menyelenggarakan pengelolaan penerangan lampu
jalan yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, kelancaran lalu dan
memberikan pelayan umum bagi pengguna jalan serta mendukung
mobilitas sosial didaerah itu.

WilayahKabupaten Banjarnegara memiliki luas 1.070 Km2. Sistem
jaringan jalan di Kabupaten Banjarnegara dilalui oleh jalur utama yang
menghubungkan wilayah-wilayah penting di Provinsi Jawa Tengah.
Pembangunan jalan di daerah ini terbilang cukup bagus dengan adanya
jalan-jalan baru. Akan tetapi penerangan lampu jalan yang berfungsi
memberikan penerangan, terutama di malam hari malah jumlahnya minim.
Bahkan jumlah lampu penerangan jalan nasional sampai dengan tahun

2019 di kabupaten tersebut, baru sekitar 20% saja."’

" Satelitpos, “Minim Penerangan Jalan Banjarnegara Rawan Kecelakaan”,

https://satelitpos.com., diakses 21 Desember 2019.


https://satelitpos.com/

Dulu pada tahun 2017 masalah penerangan jalan juga pernah
menimbulkan protes warga Banjarnegara dengan menggelar aksi pasang
obor di sepanjang jalan nasional.®®Minimnya lampu penerangan jalan yang
ada di Kabupaten Banjarnegara, misalnya jalan yang baru selesai dibangun
pada tahun 2019 di wilayah perbatasan Desa Duren Kecamatan
Pagedongan.'® Pada jalan tersebut penerangan jalan masih sangat sedikit,
dan dapat membahayakan apabila kondisi mendung atau malam hari.?

Seharusnya jalan memperoleh Penerangan lampu jalan supaya
menghindari tindak kejahatan yang dilakukan oleh perampok maupun
begal di malam hari, akan tetapi pada saat ini kenyaatannya Penerangan
lampu jalan masih minim dan belum meratanya lampu penerangan di
Kabupaten Banjarnegara. Banjarnegara masih membutuhkan sekitar 1.250
lampu jalan nasional. Karena keberadaan PJU di kabupaten ini baru sekitar
20 persen dari jumlah yang seharusnya.?

Hal ini berbalik dengan kenyataannya bahwasannya pihak dinas
perhubungan belum maksimal memperbaiki lampu penerangan jalan yang
tidak berfungsi dengan baik. Seharusnya pihak dinas perhubungan segera
menginventariasi ataupun memperbaiki lampu penerangan jalan yang tidak

berfungsi menjadi berfungsi kembali. Sebagaimana tercantum didalam

'8Radar Banyumas, “Protes PJU Padam, Warga Banjarnegara Gelar Aksi Pasang Obor Di
Sepanjang Jalan Nasional”, https://radarbanyumas.co.id., diakses 24 Desember 2019.

YAchmad Bowo Lestiono, “Wawancara tentang Penerangan Jalan”: (Banjarnegara:
2019).

Ok hoirul Muzaki, “Pembangunan Jalan di Desa Duren Banjarnegara
Dianggar Rp 5 Miliar”, https://jateng.tribunnews.com., diakses 23 Desember 2019.

2! Satelitpos, “Minim Penerangan Jalan Banjarnegara Rawan Kecelakaan”,
https://satelitpost.com, diakses 21 Desember 2019.


https://radarbanyumas.co.id/protes-pju-padam-warga-banjarnegara-gelar-aksi-pasang-obor-di-sepanjang-jalan-nasional/
https://jateng.tribunnews.com/
https://satelitpost.com/

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan yang mengatakan :

Pasal 6

(1) Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk bantuan
konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJL
serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.

Penerangan jalan umum sangat penting bagi para pengguna jalan.
Jalan umum sebagai prasarana utama dalam aktivitas masyarakat
menjadikannya fasilitas yang sangat penting baik di siang atau malam hari.
Untuk kegiatan atau aktivitas di siang hari tidak masalah, karena dari sisi
penerangan tidaklah menjadi masalah. Akan tetapi malam hari,
penerangan jalan menjadi hal yang sangat penting.

Berdasarkan pemaparan dan uraian diatas penulis tertarik dan
berinisiatif untuk melakukan penulisan mengenai penerapan Peraturan
Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan. Penulis mengambil judul
penelitian “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten

Banjarnegara Perspektif Maqgasid al-Syari’ah” .

B. Definisi Operasional
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah
pelaksanaan atau penerapan. Dalam hal ini penulis menspesifikasi

cakupan ke dalam urusan implementasi Peraturan Daerah Nomor



21Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan
Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara.

2. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan,
pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan  pembayaran
rekening listrik penerangan jalan umum.Dalam hal ini penulis
menspesifikasi cakupan ke dalam urusan pengadaan penerangan jalan
yang ada di Kabupaten Banjarnegara.

3. Penerangan Jalan Umum vyang selanjutnya disingkat PJU adalah
penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang
terbuka atau di luar bangunan, guna menerangi jalan umum
Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta penghubung antar
Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu,
menghiasi lokasi terbuka tertentu, yang perencanaan, pengadaan,
pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh
Pemerintah Daerah.

4. Magqasid al-syari’ah merupakan suatu kandungan nilai yang menjadi

tujuan akhir pemberlakuan hukum-hukum syar’.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas mengenai pelaksanaan
Peraturan Daerah nomor 21 tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan
Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara, maka berikut

ini penulismengidentifikasikan permasalahan sebagai berikut:
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1. Bagaimana Tahapan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan

Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara?

2. Bagaimana ImplementasiPeraturan daerah Nomor 21 tahun 2015
tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di

Kabupaten Banjarnegara Perspektif Maqgasid al-Syari’ah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui Tahapan Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
dan Lingkungan di Kabupaten Banjarnegara.

b. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di

Kabupaten Banjarnegara Perspektif Magasid al-Syari’ah.
2. Manfaat Penelitian

a. Diharapkan hasil penelitian ini, bisa membawa manfaat bagi
masyarakat maupun pemerintah dalam pelaksanaan pengelolaan
penerangan jalan di Kabupaten Banjarnegara.

b. Hasil dari penelitian ini semoga dapat menjadi saran dan kontribusi
pemikiran mengenai pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan
sesuai peraturan daerah yang berlaku di Kabupaten Banjarnegara.

c. Bagi penulisdiharapkan berguna dalam rangka pengembengan limu
Hukum Tata Negara, khususnya yang menyangkut masalah

Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
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d. Meningkatkan wawasan berpikir serta pengetahuan, yang bekaitan

dengan masalah ketatanegaraan.

E. Kajian Pustaka
Dalam penyusunan skrpsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari
berbagai sumber atau rujukan yang ada relevnsinya dengan rencana
penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian
terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini.

Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penulis adalah

sebagai berikut:

1. Rasim, skripsi yang berjudul Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 8
Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Di Kecamatan
Sumberjaya Kabupaten Majalengka Ditinjau Dari siyasah al-
dusturiyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung. Membahas terkait pelaksanaan
pengelolaan penerangan jalan di Kecamatan Sumberjaya Kabupaten
Majalengka serta tinjauan siyasah al-dusturiyah terhadap pelaksanaan
peraturan daerah tersebut yaitu untuk kemaslahatan umat/rakyat.
Persamaannya ada pada objek penulisan yaitu pelaksanaan pengelolaan
penerangan jalan umum dan lingkungan. Perbedaannya kalau skripsi
Rasim membahas tentang tinjauan siyasah al-dusturiyah pelaksanaan
pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah

Majalengka. Sedangkan skripsi ini membahas tentang pengelolaan
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penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah Banjarnegara
Perspektif Magasid al-Syari’ah.

Fatni Minarti, skripsi yang berjudul Implementasi Peraturan Daerah
Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pajak
Penerangan Jalan, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Membahas terkait
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 14
Tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan, dilihat dari pemungutan
pajak masih belum berjalan sesuai dengan tujuannya, karena masih ada
wajib pajak (pemilik usaha) yang tidak mengetahui penghitungan
pajak dan kewajibannya membayar pajak penerangan jalan.
Persamaanya ada pada objek penelitian yaitu peraturan daerah tentang
penerangan jalan. Perbedaannya kalau skripsi Fatni Minarti membahas
tentang implementasi peraturan daerah tentang pajak penerangan jalan.
Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi pengelolaan
penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah Banjarnegara
Perspektif Magasid al-Syari’ah.

Lisa Wahyuni, skripsi yang berjudul Analisis Pengelolaan Lampu
Penerangan Jalan Umum Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru,
Fakultas Ekonomi Dan IImu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Membahas terkait pengelolaan lampu
penerangan jalan umum serta untuk menganalisis faktor kendala

pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh
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Seksi Penerangan Jalan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
Persamaannya ada pada objek penelitian yaitu pengelolaa penerangan
jalan umum. Perbedaannya kalau skripsi Lisa Wahyuni membahas
pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum yang dilakukan oleh
Seksi Penerangan Jalan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.
Sedangkan skripsi ini membahas tentang implementasi pengelolaan
penerangan jalan umum dan lingkungan di Daerah Banjarnegara

Perspektif Magasid al-Syari’ah.

F. Sistematika dan Pembahasan
Sistematika dan pembahasan dalam skripsi ini yakni terdiri dari 5
(lima) bab, yang masing-masing menampakkan karakteristik yang berbeda
namun tetap dalam satu kesatuan yang saling berkaitan. Untuk
mempermudah penyusunan penulisan ini, maka perlu dikemukakan secara

garis besar tentang sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi
mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan

penulisan, penegasan istilah, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab 1l merupakan bab yang menguraikan tentang teori yang
meliputi kewenangan pemerintah daerah, tentang peraturan daerah, teori
tentang Magasid al-Syari’ah serta hal-hal lain yang terkait dengan

pembahasan yang diteliti.
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Bab Ilimerupakan bab ini menjelaskan metodologi penelitian yang
meliputi jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV merupakan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum di

Kabupaten Banjarnegara Perspektif Maqgasid al-Syari’ah.

Bab V adalah bab terkhir berisi kesimpulan yang memuat jawaban
terhadap pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-

saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Peraturan Daerah

1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang
dibentuk dengan persetujuan bersama kepala daerah dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) vyang berfungsi untuk
menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembantuan, menampung
kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan
perundang-undangan diatasnya.'Sejalan dengan agenda desentralisasi
dan otonomi darah, kedudukan peraturan daerah perlu semakin
dikukuhkan yang dapat bersifat mandiri.?

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten
dan kota berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah, untuk menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan
tugas pembantuan. Peraturan Daerah (Peraturan daerah) ditetapkan
oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *

Keberadaan Peraturan daerah sendiri dalam hierarki peraturan

perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12

! M. Pujo Darmo, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah oleh
DPRD dan Pemerintah Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah (Yogyakarta: Budi Utama,
2019), him. 12.

Jimly Asshiddigie, Konstitusi Bernegara: Praktis Kenegaraan Bermartabat dan

Demokratis (Malang: Setara Press, 2015), him. 113.
® Siswanto Sunanrno, Hukum Pemerintahan..., him. 37.

15
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Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

menduduki kedudukan terbawah yaitu sebagai berikut:

a.

b.

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Ketetapan MPR

Undang-Undang /Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

2. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan daerah terdiri dari tiga kategori yaitu sebagai berikut:

a.

Peraturan Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan
rakyat daerah di tingkat Provinsi bersama dengan gubernur.
Peraturan Daerah Kabupaten/kota yang ditetapkan oleh DPRD
Kabupaten/kota bersama dengan bupati/walikota.

Peraturan Desa atau peraturan yang setingkat dibuat oleh badan
perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa
atau nama lainnya.’

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

kabupaten/kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi

* Abubakar Busro dan Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara (Jakarta: Ghalialndonesia,
1984), him. 83-84.
% Sri Hajati, dkk., Pengantar Hukum Indonesia (Surabaya: Airlangga University, 2017),

him. 121.
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khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-
undangannya lebih tinggi.? Sedangkan materi muatan peraturan desa
atau yang setingkat adalah seluruh materi dalam rangka
penyelenggaraan urusan desa atau yang setingkat serta penjabaran

lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun materi muatan Peraturan daerah haruslah mengandung
asas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 Undang-undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan yaitu sebagai berikut:

a. Asas Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan
untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

b. Asas Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan
penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat
setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c. Asas Kebangsaan adalah adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harusmencerminkan sifat dan
watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga

prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

® Fauzi Iswahyudi, Peran Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Sumatera: Enam Media, 2019), him. 76.
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. Asas Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk
mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan seluruh
wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-
undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari system
hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Asas Bhineka Tunggal Ika adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman
penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah,
serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.

Asas Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan
perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara
proporsional bagi setiap warga negara.

. Asas Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah
bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak
boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar
belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau

status sosial.
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i. Asas Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus
mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara
kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan

negara.’

B. Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan

1. Penegertian Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
dan Lingkungan, Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah penggunaan
tenaga listrik secara khusus yang dipasang diruang terbuka atau diluar
bangunan, guna menerangi jalan umum nasional, provinsi dan
kabupaten serta penghubung antar kelurahan/desa menerangi tempat
fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu, yang
perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya
rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Penerangan jalan
lingkungan (PJL) adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus
dipasang diruang terbuka atau diluar bangunan, guna menerangi jalan
lingkungan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan
serta pembayaran rekeningnya oleh pemerintah daerah. Sedangkan

Pengelolaan penerangan jalan umum adalah kegiatan perencanaan,

" Dayanto dan Asma Karim, Peraturan Daerah Responsif Fondasi Teoritik dan pedoman
Pembentukannya (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), him. 265-266.
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pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening

listrik penerangan jalan umum.

Penerangan jalan umum memiliki banyak fungsi diantaranya

sebagai berikut:

a. Untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara

khususnya untuk mengantisipasi situasi perjalanan pada malam
hari.

Memberikan penerangan sebaik-baiknya menyerupai kondisi
disiang hari.

Untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas.

Untuk memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan sekitar

jalan.

Apabila fasilitas penerangan jalan umum tidak difungsikan dan

dipelihara dengan baik maka akan membuat negatif yaitu sebagai

berikut:

a.

Pengadaan penerangan jalan umum yang tidak sesuai dengan
standarisasi akan memicu beberapa masalah seperti pencurian
listrik.
Rusaknya jaringan penerangan yang berpotensi menimbulkan
bahaya.
Listrik dapat padam karena kelebihan beban akibat pemasangan

penerangan jalan yang kurang benar.
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d. Membahayakan pengendara dan berpotensi adanya tindak
kejahatan seperti perampokan dan pembegalan terutama dimalam

hari.

Oleh karena itu lampu PJU merupakan hal yang sangat penting
bagi pengendara baik mobil maupun motor yang melintasi jalan raya
pada malam hari, dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat
membuat pengguna jalan lebih berhati-hati dan merasa aman dalam

perjalanan.

Instalasi PJU ini harus menggunakan kaidah pemasangan listrik
yang benar dan hanya dapat dilakukan oleh petugas kelistrikan.
Pemberian pencahayaan/penerangan adalah fungsi PJU sebagai
fasilitas umum pada lingkungan dan terutama di jalan-jalan umum.
Revitalisasi PJU bermanfaat untuk meningkatkan keamanan
lingkungan dan jalan, peningkatan untuk orientasi kota yang lebih
baik, sosial budaya masyarakat dan aktifitas ekonomi dapat meningkat

dan menambah keindahan pada jalan.®
2. Konsep Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Kabupaten
Banjarnegara Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan

perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan  dan

8 Vivi Adista, “Peran Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam Penertiban Penerangan
Jalan Umum di Kota Bandar Lampung”, Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2016),
him. 31-32.
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pembayaran  rekening listrik penerangan jalan umum. Maksud

pengelolaan PJU dan PJL yaitu menunjang keamanan, keselamatan

dan ketertiban serta menambah keindahan lingkungan.

a. Tujuan pengelolaan PJU dan PJL

1)

2)

3)

Menghasilkan kecepatan, keakuratan dan kenyamanan pada
waktu malam hari.

Menjaga kualitas jarang pandang.

Memudahkan bagi keandaraan dan pejalan kaki yang melintas

di malam hari.

b. Lokasi Pengelolaan Penerangan Jalan umum dan Lingkungan

1)

2)

Pada setiap Kelurahan/Desa dilaksanakan pemasangan PJL.
Kelurahan/Desa yang dilayani pemasangan PJL smerupakan
Kelurahan/Desa yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN
tegangan rendah 220 Volt, sebagai sumber energi. Lokasi
pelayanan PJU meliputi Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas
umum di luar bangunan gedung berikut halamannya. Lokasi
Pelayanan PJL meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa.
Bentuk Pelayanan Pengelolaan Penerangan Jalan umum dan
Lingkungan
1) Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk
bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit
baru PJU dan PJL serta pembayaran rekening pemakaian

daya listrik PLN.



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9
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Jenis pelayanan disesuaikan dengan kelas dan status jalan
yang dilayani.

Pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang
diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan,
pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran
rekening listrik.

Pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang
diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan
pengoperasian, dengan tidak mengesampingkan
perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya
pemeliharaan dilakukan secara  swadaya  oleh
masyarakat/pihak ketiga.

Program Proporsional dilaksanakan dalam hal melakukan
penambahan PJU dan PJL di luar yang telah ditentukan
oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan menyeluruh diberikan untuk Jalan Kabupaten
dan tempat fasilitas umum.

Pelayanan menyeluruh dilayani sesuai kebutuhan teknis dan
tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pelayanan  sebagian  diberikan  kepada jalan-jalan
lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan
yang terkecil atau gang.

Pelayanan sebagian dibatasi kuota maupun proporsinya.
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10) Kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan

lingkungan perumahan yang terkecil atau gang, ditetapkan

dengan Peraturan Bupati.

11) Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan

PJU dan PJL sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

12) Petunjuk teknis pelayanan PJU dan PJL diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Bupati.

Pengadaan Penerangan Jalan umum dan Lingkungan

1)

2)

3)

4)

5)

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL, dilaksanakan
oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas
pemerintahan dibidang PJU dan PJL.

Pemasangan PJU dan PJL dibedakan antara PJU Program
Rutin dengan PJU Program Proporsional yang dikelola oleh
Pemerintah Daerah.

PJU Program Rutin adalah PJU yang ditempatkan di ruas
Jalan Nasional, Provinsi, Kabupaten, dan lingkungan,
dengan menggunakan lampu sesuai dengan spesifikasi
teknik.

PJL Program Proporsional adalah PJL yang ditempatkan di
jalan  lingkungan perumahan terkecil/gang, dengan
spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Pemasangan PJU dan PJL dilaksanakan secara bertahap,

sesuai kemampuan keuangan Daerah.



f.

6)

7)
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Pemasangan PJL secara swadaya dapat dilakukan setelah
memperoleh izin dari Bupati.
Prosedur pengajuan lzin pemasangan PJL diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pemeliharaan Penerangan Jalan umum dan Lingkungan

1)

2)

3)

Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJL,
berkewajiban mengawasi, menjaga, mengamankan serta
melaporkan PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah yang
tidak berfungsi kepada Perangkat Daerah yang membidangi
PJU dan PJL.

PJU dan PJL milik Pemerintah Daerah adalah PJU dan PJL
yang sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Daerah yang
berada di ruas Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan
Kabupaten, Jalan Desa, dan Jalan Lingkungan.
Kelurahan/Desa yang mendapatkan alokasi PJU dan PJL
berkewajiban menginformasikan suku cadang yang rusak
dan/atau tidak berfungsi, setelah berkoordinasi dengan
Perangkat Daerah yang membidangi PJU dan PJL di
Daerah.

Perbaikan dan penggantian suku cadang dilaksanakan

sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

Beban Biaya Penerangan Jalan umum dan Lingkungan



1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Biaya yang timbul akibat pemasangan dan/atau
pemanfaatan PJU dan PJL Program Proposional, menjadi
tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Biaya meliputi biaya pengadaan dan pemasangan PJU dan
PJL baru oleh Pemerintah Daerah, pembayaran rekening
listrik PLN dan akibat perubahan PJU dan PJL.
Pembayaran rekening listrik PLN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dibayar oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
data teknik PJU dan PJL Perangkat Daerah yang
membidangi PJU dan PJL di Daerah.

Biaya pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku
cadang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
Besaran alokasi biaya yang bersumber dari APBD untuk
biaya pemasangan, pengadaan dan pemeliharaan PJU dan
PJL ditetapkan paling kurang 40% (empat puluh persen)
dari pendapatan Pajak PJU setelah dikurangi beban
pembayaran rekening listrik dari penyelenggaraan PJU dan
PJL oleh Pemerintah Daerah kepada PLN pada Tahun
Anggaran sebelumnya.

Alokasi biaya yang bersumber dari APBD dianggarkan
pada pos anggaran Perangkat Daerah yang membidangi

PJU dan PJL.
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Dalam hal PJU dan PJL yang telah dipasang akan digunakan untuk
kepentingan umum serta upaya teknis lainnya, maka PJU dan PJL
dimaksud dapat diganti, dipindahkan dan/atau dibongkar. PJU dan PJL
yang berdekatan secara teknis dapat disatukan dengan kebutuhan daya
maksimal mencapai 220 Volt Ampere, wajib diupayakan dengan KwH
meter. Pemasangan PJU dan PJL dapat dilaksanakan atas usulan dari RT
serta diketahui Kelurahan/Desa dan Kecamatan.®

C. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian implementasi Kebijakan

Wahab (1997:68) membahas pandangan Denhard dan Denhard
yang mengatakan bahwa implementasi adalah tahap aksi, dimana
semua perencanaan yang dirumuskan dioperasionalkan. Implementasi
kebijakan adalah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan
dalam bentuk tindakan nyata. Mazmanian dan Sabatier (1986: 4)
mengatakan bahwa implementasi kebijakan berarti  berusaha
memahami apa yang terjadi sesudah program dirumuskan. Kedua
pandangan tersebut mengandung kesamaan karena memandang
implementasi sebagai tahap kegiatan sesudah perumusan kebijakan
publik. Implementasi kebijakan publik merupakan proses yang sangat

menentukan keberhasilan kebijakan.'

*Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum
dan Lingkungan.

10 Jeane Elisabeth Langkai, Prototipe Implementasi Kebijakan dan Strategi Nasional
(Malang: Seribu Bintang, 2016), him. 13.
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Pengukuran keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah
dengan cara membandingkan apa tujuan dari kebijakan tersebut
dengan hasil dari implementasinya di lapangan. Keberhasilan atau
kegagalan implementasi dapat dilihat dari sudut kemampuannya secara
nyata dalam meneruskan/ mengoperasionalkan program-program yang
telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses
implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau
membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut

dengan tujuan-tujuan kebijakan.™
2. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan berangkat dari berbagai masalah yang
harus diatasi oleh pemerintah yang berkaitan dengan publik. Masalah
publik bersifat dinamik sehingga penyelesaiannya diperlukan secara
menyeluruh (holistic approach) vyaitu sebuah pendekatan yang
memandang masalah merupakan bagian dari keseluruhan yang tidak
dapat dipisahkan atau diukur sendirian. Masalah publik tidak dapat
diatasi secara perseorangan dan dikehendaki penyelesaian secara
efektif dan efisien yang mensyaratkan sebuah proses perumusan

masalah dan penetapan kebijakan.

Wahab mengemukakan bahwa yang paling diperhatikan dalam

implementasi kebijakan adalah dampak yang dipersepsikan oleh

1 Hernimawati, Model Implementasi Kebijakan Penataan Reklame (Surabaya: Jakad
Publishing, 2018), him. 137.
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kelompok-kelompok masyarakat dan lembaga-lembaga atasan yang
berwenang. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai
apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-
program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian
tujuan kebijakan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah
dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah
kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak
bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan
masyarakat. Perlu ditegaskan bahwa implementasi kebijakan
merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan setruktur
kebijakan, karena melalui prosedur ini proses kebijakan diketahui

berhasil atau tidak berhasil mencapai tujuan kebijakan.*
3. Model Implementasi kebijakan
a. Van Meter dan VVan Horn

Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975)
mengembangkan model implementasi kebijakan klasik. Model ini
mengasumsikan bahwa implementasi kebijakan bekerja sejalan

dengan proses kebijakan. Beberapa variabel kritis implementasi

12 prihati, Implementasi Kebijakan Promosi Pariwisata dalam Pengembangan Potensi
Wisata Daerah (Surabaya: Jakad Publishing, 2018), him. 66-69.
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kebijakan adalah sumber daya dan tujuan standar, yang
mendorong ke komunikasi antar organisasi dan penegakan
aktivitas, karakteristik badan-badan yang mengimplementasikan,
yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, sosial, dan kondisi
politik, yang pada gilirannya membangkitkan  watak

pengimplementasi agar dapat mencapai kinerja kebijakan.*?
b. Mazmanian dan Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabiter (1983) menyatakan
bahwa implementasi melaksanakan keputusan kebijakan dasar,
biasanya digabungkan dalam anggaran dasar tetapi dapat juga
mengambil bentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan
yang penting. ldealnya, keputusan mengidentifikasi masalah untuk
dihadapi, menetapkan tujuan untuk dikejar dan dalam berbagai
cara, “menstrukturisasi” proses implementasi (dikutip dari de Leon

& de Leon, 2001:473).
c. Hogwood dan Gunn

Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978) mencatat
bahwa keberhasilan implementasi kebijakan paling tidak
memerlukan sepuluh prasyarat. Permintaan pertama adalah adanya
jaminan bahwa kondisi implementasi eksternal tidak akan

memberikan dampak kepada badan tersebut. Permintaan kedua

BRiant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), him. 219.
“Riant Nugroho, Kebijakan Publik..., him. 220.
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adalah bahwa ada cukup sumber daya untuk implementasi. Ketiga
sumber daya yang terintegrasi benar-benar ada. Keempat adalah
menyangkut pertanyaan apakah kebijakan-kebijakan yang
diimplementasikan didasarkan pada alas an kasualitas yang kuat,
seperti jika “X”diimplementasikan, kemudian “Y”akan menjadi
hasil. Kelima seberapa banyak alasan terjadinya kasualitas.
Keenam adalah seberapa lemah antar hubungan diantara variabel.
Ketujuh adalah tentang kedalaman pemahaman terhadap tujuan-
tujuan kebijakan. Kedelapan adalah mempertanyakn apakah
pekerjaan telah diperinci dan ditempatkan dalam susunan yang
benar. Kesembilan diperlukan komunikasi dan koordinasi yang
sempurna. Dan kesepuluh badan pengimplementasi dapat meminta

kepatuhan total.™

d. Goggin, Bowman dan Lester

Malcolm Googin, Ann Bowman dan James Lester (1990)
mempromosikan “model komunikasi”’ implementasi kebijakan dan
menyebutnya sebagai generasi ketiga. Goggin, Bowman dan Lester
kelihatannya senang mengikuti pemahaman Mazmanian dan
Sabatier karena para pakar tersebut menyebutkan tentang minat
mereka untuk membuat implementasi kebijakan menjadi lebih
ilmiah dengan menempatkan model penelitian dasar yang

ditunjukkan dengan adanya variabel independen, variabel yang

“Riant Nugroho, Kebijakan Publik..., him. 220-221.
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saling terkait dan variabel dependen dan menempatkan faktor

komunikasi sebagai pembangkit implementasi kebijakan.'®
e. Grindle

Merilee S. Grindle (1980) mencatat bahwa keberhasilan
implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks
implementasinya, yang disebut sebagai derajat kemampuan
implementasi. Dalam hal isi terkait dengan kepentingan publik
yang berusaha dipengaruhi oleh kebijkan, jenis keuntungan yang
dihasilkan, derajat perubahan yang dimaksud, posisi pembuat
kebijakan dan pengimplementasi kebijakan, serta sumber daya
yang dihasilkan. Dalam hal konteks, ada tiga variabel utama yang
harus diperhatikan yaitu kekuatan, kepentingan actor yang terlibat,

karakter institusi dan tingkat kepatuhan.*’
f.  Model EImore, Lipsky dan Hjern &O’Porter

Richard Elmore (1979), Micheal Lipsky (1971), dan Benny
Hjern & David O’Porter(1981) mengemukakan model
implementasi  kebijakan yang sama meskipun  mereka
mengembangkannya secara terpisah. Model tersebut dimulai
dengan mengidentifikasi jaringan Kkerja aktor implementasi
kebijakan dan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas dan

sarangnya. Model ini  mendorong  masyarakat  untuk

'°Riant Nugroho, Kebijakan Publik..., him. 221.
YRiant Nugroho, Kebijakan Publik..., him. 221.
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mengimplementasikan kebijakan mereka sendiri. Seandainya ada
keterlibatan birokrasi tetapi tetap dijaga dalam derajat yang rendah.
Kebijakan sebaliknya memenuhi kepentingan publik dan
implementasinya dirancang agar menjadi implementasi kebijakan

yang ramah kepada penggunanya.'®
g. Model George Edward

George Edward 111 (1980, 1) mencatat bahwa isu utama
kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi
kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa
implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak
akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan
untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama vyaitu

komunikasi, sumber daya, disposisi sikap dan struktur birokrasi.

Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan
dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respons dari
pihak-pihak yang terlibat. Sumber daya adalah menyangkut
ketersediaannya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan
kapabilitas untuk melakukan kebijakan secara efektif. Disposisi
adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi
kebijakan. Disposisi adalah tentang komitmen, lebih dari

kompetensi dan kapabilitas. Struktur birokrasi adalah dalam hal

®Riant Nugroho, Kebijakan Publik..., him. 224-225.
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tantangan agar tidak menjadi fragmentasi birokrasi, karena

menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.*®
h. Model Nakamura dan Smallwood

Robert T. Nakamura dan Frank Smallwood mencatat bahwa
proses kebijakan adalah proses dan implementasi yang
rumit.Proses  kebijakan  bersifat  kompleks. Implementasi
merupakan salah satu dari bagian proses ini, dan erat terkait dengan
bagian-bagian lainnya. Dengan mempertimbangkan implementasi
tanpa mengacu kepada bagian-bagian lain tersebut, maka akan
sama saja dengan mempelajari kembalinya pemilihan tanpa
referensi kepribadian kandidat atau komposisi elektorat, hanya
kedalaman pemahaman terbatas yang dapat diperoleh. Maka dari
itu, tinjauan konseptual dari seluruh proses kebijakan diperlukan.
Satu cara yang bermanfaat untuk meneliti implementasi kebijakan
adalah dengan memandang proses kebijakan sebagai suatu sistem.
Sebuah sistem dicirikan dengan rangkaian elemen yang saling
berhubungan, masing-masing terkait langsung dan tidak langsung
dengan yang lainnya.

Untuk berhadapan dengan kompleksitas, Nakamura dan
Smallwood mengembangkan model implementasi kebijakan yang

mereka sebut sebagai “lingkungan yang mempengaruhi

imlementasi”, yang terdiri dari tiga elemen dengan aktor-aktor dan

“Riant Nugroho, Kebijakan Publik..., him. 225-226.
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arena pada masing-masing lingkungan (Nakamura & Smallwood,
1980:27). Lingkungan tersebut vyaitu formulasi kebijakan,

implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.”
i.  Model jaringan

Pada 1970-an, pembuat kebijakan di negara-negara
berkembang menghadapi kesulitan untuk mengimplementasikan
banyak kebijakan perkembangan, khususnya karena membawa
inovasi baru. Tantangan bagi negara-negara berkembang adalah
faktor demografi, oleh karena itu ide pertama adalah dengan
mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk. Program keluarga
berencana kemudian dijalankan, tetapi penolakan intens dari para
penganut kepercayaan tradisional membuat kebijakan sulit
diimplementasikan. Sehingga dengan membawa pelaku utama,
mengadopsi inovasi dan membuat jaringan mereka memperbanyak
inovasi. Penelitian Everett M. Rogers dan Lawrence Kincaid
(1981) di Korea Selatan dan negara-negara berkembang lain
kemudian diikuti oleh penulislain bahwa mereka mengonfirmasi
tentang efektivitas model jaringan kerja untuk implementasi
kebijakan. Oleh karena itu, model jaringan untuk implementasi
kebijakan cukup relevan untuk implementasi kebijakan di negara-

negara berkembang.?

*°Riant Nugroho, Kebijakan Publik..., him. 226,
2! Riant Nugroho, Kebijakan Publik..., hlm.219-228.
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D. KonsepMaqasid al-Syari’ah
1. Pengertian Magqasid al-Syari’ah

Secara lughawi magqasid al-Syari’ah terdiri dari dua kata yakni
"magasid”dan " syari’ah". Magasid merupakan bentuk jamak dari kata
"magqasid' yang berarti tempat tujuan. Sedangkan "syari’ah" berarti
jalan menuju sumber air atau sumber pokok kehidupan. Dalam istilah
“syari’ali" mempunyai beberapa pengertian, salah satunya adalah
ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada
hambanya melalui Nabi, yang mencakup akidah, amaliah, dan akhlak.
Dengan demikian, maqasid al-syari’ah secara lughawidapat dimaknali
dengan tujuan-tujuan syari’ah.?*

Di antara ulama ada yang mengartikan syars’ah sebagai aturan-
aturan yang diciptakan Allah untuk dipedomani oleh manusia dalam
mengatur hubungannya dengan Allah dan dengan manusia, baik yang
muslim maupun non muslim. Arti lainnya adalah hukum-hukum yang
diberikan Allah kepada hambanya untuk dipedomani dan diamalkan
demi kepentingan mereka di dunia dan di akhirat.

Dalam terminologi  ushul al-figh, mengutip  Safriadi
sebagaimana la mengutip pendapat Wahbah al-Zuhaili, maqgasid al-
syari’ah adalah nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam
segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan

sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang

%2 Safriadi, “Maqashid Syariah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer” Al-Qadha Jurnal
Hukum Islam Perundang-undangan Vol. 4. no. 2, (2017): 3. Journal.lainlangsa.ac.id.
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ditetapkan oleh al-syar’i (pembuat syariat) dalam setiap ketentuan
hukum. Dengan demikian, magqgasid al-syari’ah merupakan suatu
kandungan nilai yang menjadi tujuan akhir pemberlakuan hukum-

hukum syar'.

2. Tingkatan Magqasid al-Syari’ah

Magqasid al-Syari’ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam
merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam
ayat-ayat al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi
rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat
manusia.”

Mengutip Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat
Hidayat Nasution sebagaimana mereka mengutip pendapat al-Syathibi
dalam kitabnya A/-Muwatagat Fi Usul al- Figh bahwa tujuan
pemberlakuan hukum dalam Islam terbagi atas tiga tingkatan. 2
a. Al-daruriyah (keperluan primer/asas), adalah tingkatan tertinggi

dalam Magqasid al-syari’ah, 1a merupakan penentu adanya
kemaslahatan dunia dan akhirat. Maksudnya sebuah harga mati
yang harus dipertahankan eksistensinya, dengan sekira-kira apabila
tidak ada akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan

mukalaf di dunia maupun di akhirat.

2% Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2017), him. 212.
4 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum
Islam & Magashid Syariah (Jakarta: Kencana 2020), him. 44-45.
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Lima unsur pokok di dalam syari’ah ini dalam istilah
jurispudensi Islam disebut dengan a/-mabadi’ al-khamsah atau al-
usul al-khamsah yang berarti lima unsur pokok. Mengutip Safriadi
sebagaimana la mengutip pendapat al-Syatibi bahwa maslahah
dapat diwujudkan bila mana unsur pokok dalam syari’ah dapat
direalisasikan. Lima unsur itu adalah sebagai berikut:

1) Hiftz al-din (memelihara agama)

2) Hifz al-nafs (memelihara jiwa)

3) Hiftz al-‘agl (memelihara akal)

4) Hifz al-nasb (memelihara keturunan)
5) Hifz al-mal (memelihara harta).”

Ada dua kategori untuk menjaga fungsi dharuriyat yaitu
sebagai berikut:

1) Menunaikan rukun dan kaidah pokok. Kedua hal ini merupakan
piranti pokok, tanpanya aktivitas dianggap tidak ada.
2) Mengeliminasi hal-hal yang bias menyebabkan hilang atau

kurang optimalnya hasil dari suatu aktivitas.

Selama ini kita mendengar bahwa Islam hanya meletakkan
lima dasar yang dalam bahasa al-Ghazali kulliyatul khams dan
orientasi syariah. kemudian oleh Yususf Qordhawi menambahkan

satu point lagi yaitu hifz al-bi’ah (menjaga lingkungan) sehingga

% Safriadi, “Maqashid Syariah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer,” Al-QadhaJurnal
Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 4. no. 2 (2017): 4-5. Journal.lainlangsa.ac.id.
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magqasid al-syari’ah-nya al Syatibi itu berubah menjadi enam

point.?°

Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan yang
berkaitan dengan alam. Bukan lingkungan sosial seperti
lingkungan keluarga, sekolah/ pendidikan dan masyarakat.
Lingkungan yang berkaitan dengan alam yakni dalam arti
environment dan ecology. Environment diartikan sebagai keadaan
kesekitaran atau kondisi sekitar yang dapat memberikan pengaruh
langsung bagi makhluk hidup, seperti sumber daya alam, iklim,
tanah, air, udara, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Sedangkan
ecology membicarakan tentang struktur dan model hubungan

antara berbagai makhluk hidup dengan keadaan sekitarnya.”’

Mengutip M Ridwan sebagaimana la mengutip pendapat
Yusuf Qardhawi bahwa menjaga kelestarian lingkungan
merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syariat
tersebut diatas. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah
kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan

mengancam jiwa, akal, harta, keturunan dan agama.”®

Konsep magasid al-syari’ah semua unsurnya ada

keselarasan dengan menjaga lingkungan hidup (hifz al-bi’ah).

®M. Ridwan, “Figh Ekologi: Membangun Figh Ekologi untuk Pelestarian Kosmos”,
Mazhab Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 12. No. 2, (2013): 151. jurnal.iain-samarinda.ac.id.

“’Suryani, “Pengarusutamaan Hifz Al ‘Alamsebagai Bagian dariMaqasid al-Syari’ah”
IAIN Aceh”, Al-Tahrir Jurnal Vol. 17. No. 2, (2017): 364. ejurnal.iainlokseumawe.ac.id.

M. Ridwan, “Figh Ekologi: Membangun Figh Ekologi untuknPelestarian Kosmos”,
Mazhab Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 12. No. 2, (2013): 155. jurnal.iain-samarinda.ac.id.
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Menjaga lingkungan hidup merupakan sebagian dari mewujudkan
kemaslahatan terhadap manusia, dan kemaslahatan itu sendiri
merupakan inti dari maqasid al-syari’ah, oleh karena itu
mewujudkan lingkungan yang ramah dan melestarikan sumber
daya alam merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi

manusia.?®

b. Al-hajiyah (keperluan sekunder), adalah kebutuhan untuk
mencapai sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak
diusahakan sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya
kemaslahatan secara totalitas, hanya akan menimbulkan
masyaqqah (kesulitan).

c. Tahsiniyah (keperluan tersier), adalah kebutuhan yang dianggap
baik menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira, apabila tidak
diupayakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau
mengalami masyaqgah (kesulitan), akan tetapi hal tersebut hanya
bersifat melengkapi eksistensi maslahat al-daruriyah atau al-
hajiyah.

Sejalan dengan itu maka memperlihatkan ketiga kategori
tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai darial-daruriyah
dan diakhiri oleh tahsiniyah. Salah satu bagian penting dari pembagian
hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang

dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu

»Muhammad Ramadhan, “Maqasid al-Syari’ah dan Lingkungan Hidup”, Jurnal
Analytica Islamica Vol. 21. No. 2, (2019): 134. Jurnal. uinsu.ac.id.
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yang relatif tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan
diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua
kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dalam
kehidupan seperti pangan sandang dan papan memerlukan
pengorbanan dalam batas yang wajar.

Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan
mengembangkan  perbuatan-perbuatan ~ yang  lebih  banyak
kemaslahatannya dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi
bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya.
Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat
seperti sebagai berikut:

a. Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan
bukan khayalan.

b. Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima
akal.

c. Harus sesuai dengan tujuan syari’ah secara umum, dan tidak
bertentangan dengan prinsip umum syariat.

d. Mendukung realisasi masyarakat al-daruriyah atau menghilangkan
kesulitan yang berat dalam beragama.®

Sejatinya, ketiga tingkatan magashid di atas memiliki
keterkaitan antara satu dan lainnya. Sebagai contoh dalam memelihara

agama dalam al-daruriyah antara lain mendirikan shalat. Shalat

him. 46.

%0 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum...,
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merupakan aspek al-daruriyah, kewajiban menghadap kiblat adalah

aspek hajiyat dan menutup aurat adalah aspek tahsiniyah.

Peranan Maqasid al-Syari ah dalam Pengembangan Hukum

Mengutip Satria Effendi sebagaimana la mengutip pendapat al-
Syathibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-
Qur’andan sunnah Rasulullah SAW bahwa hukum-hukum disyariatkan
Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di
dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan
itu menurut al-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu sebagai

berikut:
a. Kebutuhan Al-Daruriyah

Kebutuhan al-daruriyah ialah tingkat kebutuhan yang
harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat
kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat

manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Lima unsur pokok di dalam syari’ah ini dalam istilah
jurispudensi Islam disebut dengan al-mabadi’ al-khamsah atau al-
usul al-khamsah yang berarti lima unsur pokok. Mengutip Safriadi
sebagaimana la mengutip pendapat al-Syatibi bahwa maslahah
dapat diwujudkan bila mana unsur pokok dalam syari’ah dapat

direalisasikan. Lima unsur itu adalah sebagai berikut:

1) Hitz al-din (memelihara agama)
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2) Hitz al-nafs (memelihara jiwa)
3) Hifz al-‘agl (memelihara akal)
4) Hifz al-nasb (memelihara keturunan)

5) Hifz al-mal (memelihara harta).®*

Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam
diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan
pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima
pokok diatas.** Misalnya dalam mewajibkan jihad sebagaimana

Firman Allah:

/.i/j' f g;'/;

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah,
dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti,
maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-
orang zalim”. (QS. Al-Bagarah: 193).

Dan kewajiban melaksanakan gishas dalam Firman-Nya:
038 S R Uit s ua\.f,a.ﬂ\gvg

“Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu,
wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa.”
(QS. Al-Bagarah: 179).

3! Safriadi, “Maqashid Syariah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer,” Al-QadhaJurnal
Hukum Islam dan Perundang-undangan Vol. 4. no. 2 (2017): 4-5. Journal.lainlangsa.ac.id.
%2 Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2017), him. 213.



44

Contoh yang lainnya mengutip Pendapat H.A. Djazuli yang

mengatakan bahwa:

Imam al-Syatibi menyebutkan bahwa jinayat disyariatkan
untuk preventif dan repsuasif agar maqgasidtidak terganggu.
Jadi, untuk memelihara agama kita dilarang murtad, untuk
memelihara akal kita dilarang meminum minuman yang
memabukkan, untuk menjaga jiwa kita dilarang membunuh,
untuk memelihara keturunan kita dilarang zina dan untuk
memelihara harta kita dilarang mencuri dan merampok.*

b. Kebutuhan A/-hajiyah
Kebutuhanal-hajiyah ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder,

apabila tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya,
namun akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan
segala kesulitan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti
dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari

kepedulian syariat islam terhadap kebutuhan ini.

Dalam lapangan ibadat, islam mensyariatkan berapa hukum
rukhsah (keringanan) apabila kenyataanya mendapat kesulitan
dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya Islam
membolehkan tidak berpuasa apabila dalam perjalanan dalam jarak
tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian
juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan
mengqashar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan a/-

hajiyahini.

**H.A. Djazuli, Figh Siyasah (Jakarta: Kencana, 2003), him. 397.
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Dalam lapangan muamalat disyariatkan banyak macam
kontrak akad, serta macam-macam jual beli, sewa menyewa,
syirkah (perseroan), dan al-mudorobah (berniaga dengan modal
orang lain dengan perjanjian bagi laba), dan beberapa hukum
rukhsah dalam muamalat. Dalam lapangan ‘uqubat (Sanksi
hukum), Islam mensyariatkan hukuman diat (denda) bagi
pembunuhan tidak sengaja, dan menangguhkan hukuman potong
tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk
menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan
menimbulkan keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari
petunjuk-petunjuk ayat al-Qur’an juga.** Sebagaimana Firman

Allah SWT:

Bt 2Katis 2Sasssg tglubu o}l..,éj\ ) a2sd iy 3kl 24 G
pHTE Lf> éi‘fd‘j S Q) 80255 18y ety iad
Mj\bw\f“ »\;uj\ﬁwg&j\wf&db
1S5p 288t 1l \qu B4 116 S

FERHIEC IR J;;aw\j:;uu

PRIt 4
=) e
“(. °§ /Sogn/ L0,
- -

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak
melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu
sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua
kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka
mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau
kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh
perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka
bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah

% Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2017), him. 214-215.
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wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak
ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan
kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar
kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah: 6)

Dan juga sebagaimana Firman Allah SWT:

b W 3 i s U 2K B el G5 ) g 3t
R N e A
g Sslial 1236 B e gk 13355 i gl I

o s L3l a8 aCsa b ol aateig 8
“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang
sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak
menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (lkutilah)
agama nenek moyangmu lbrahim. Dia (Allah) telah
menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan
(begitu pula) dalam (Al-Quran) ini, agar Rasul
(Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu
semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka
laksanakanlah salat; tunaikanlah zakat, dan
berpegangteguhlah kepada Allah. Dialah Pelindungmu; Dia

sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.” (QS. Al-
Hajj: 78).

c. Kebutuhan Tahsiniyah
Kebutuhan Tahsiniyah ialah tingkat kebutuhan yang apabila

tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima
pokok diatas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat
kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-
Syathibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat,
menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan
berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan

akhlak.
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Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadat, muamalat,
dan ‘uqubat, Allah telah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan
dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadah, kata Abdul
Wahab, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis
maupun dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan

lingkungan.

Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid,
menganjurkan memperbanyak ibadah Sunnah. Dalam lapangan
muamalat Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli
dan lain-lain. Dalam bidang ‘ugubat Islam mengharamkan
membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita,

melakukan mus/ah (menyiksa mayit dalam peperangan).®

Tujuan syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa

ayat, yaitu Firman Allah SWT:

J ety 3s3ag BL26 Bl § 225 5 gk G G
155eb0 i 501 sl ) aSlasTs 2S5, el i)
dedd LD o2 28 AT a5 ae e § E 25 O
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“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak

melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu
sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua

% Satria Effendi M. Zein, Ushul Figh (Jakarta: Kencana, 2017), him. 215-216.
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kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka
mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau
kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh
perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka
bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah
wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin
menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu
dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu
bersyukur.” (QS. Al-Maidah:6)



BAB IlI

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan salah satu jalan dalam pengembangan
ilmu. Hal ini disebabkan karena penelitian ini bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metedologis dan konsisten.
Melalui proses penelitian tersebutdiadakan analisis dan kontruksi terhadap
data yang telah dikumpulkan dan diolah. Metode penelitian menggunakan
penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian
yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang terjadi pada
subjek penelitian ini misalnya: perilaku, persepsi, dan motivasi tindakan
serta secara holistik dengan suatu konteks khusus yang secara alamiah

memanfaatkan metode ilmiah.

Adapun langkah-langkah laporan yang sudah selesai oleh penulis

dalam penelitian ini meliputi:

A. Jenis Penelitian
Penelitian menggunakan penelitian hukum empiris atau yang
biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis (penelitian
lapangan). Penelitian ini bertitik tolak pada data primer diperoleh
langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan
beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi

mengenai penegakan hukum tersebut.! Dalam hal ini Penulis

Jonaedi Efendi, dkk., Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Depok:
Prenadamedia, Group, 2016), him. 149.
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melakukan wawancara dengan beberapa pegawai Dinas Perhubungan

Kabupaten Banjarnegara.

B. Setting Penelitian (Waktu dan Lokasi Penelitian)

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam
penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian yang
terkait dengan implementasi Peraturan Daerah  Kabupaten
Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan
Jalan Umum dan Lingkungan pada Hari Kamis 25 Juni 2020 sekitar
pukul 10.00 WIB sampai Hari Jumat 24 Juli 2020 sekitar pukul 09.30
WIB. Tempat wawancaradi kantor Dinas Perhubungan Banjarnegara
yang bertempat di Jl. Selamanik No.1, Semampir, Kecamatan

Banjarnegara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53418, Indonesia.

C. Sumber Data
Sumber data merupakan subjek dari data yang diperoleh. Pada

penelitian ini penulismenggunakan dua sumber data yaitu:

1. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalahdata yang bersumber dari
penelitian yang diperoleh langsung dari sumber pertama di
lapangan.” Adapun sumber data primernya yaitubeberapa

responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai

2| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), him. 192.



pengelolaan penerangan jalan umum di

pegawai

responden tersebut adalah sebagai berikut:
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Banjarnegara, Yyaitu

Kantor Dinas Perhubungan Banjarnegara. Beberapa

Tabel 1. Nama-Nama Responden

RESPONDEN | NAMA JABATAN NIP
Responden| | Achmad Kepala Seksi | 196709221993031
Bowo Manajemen 003

Lestiono, dan Prasarana
S.Sos. Keselamatan
Jalan
Responden Il | Heri Sekretaris 196302071982031
Kartika, Dinas 002
S.IP., M.M. | Perhubungan
Banjarnegara
Responden 111 | Agus Kepala Seksi | 196908301995031
Pujiono, Sarana dan | 002
SH. Prasarana
Keselamatan
Jalan
Responden IV | Murdoko, Kepala Bidang | 196311291992031
SH. Lalu Lintas 007
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2. Sumber Data sekunder
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak
secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber
dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk Bahan-

Bahan Hukum.® Adapun sumber data sekundernya yaitu sebagai

berikut:

a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun
2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan
Lingkungan.

b. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemasangan Jaringan
Listrik PJU di Kabupaten Banjarnegara.

c. Peraturan Daerah Kabupaten BanjarnegaraNomor 2 Tahun
2016TentangPembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

d. Rekapitulasi titik dan anggaran untuk pengelolaan PJU di
Kabupaten Banjarnegara

e. Buku yang berhubungan dengan penelitian.

f. Jurnal.

g. Hasil Penelitian.

h. Surat Kabar.

I. Artikel.

j-  Dokumen- dokumen.

*| Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum (Jakarta: Kencana, 2016), him. 192.
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D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan uraian kata mengenai
teknik pengumpulan data pokok yang digunakan sesuai dengan jenis
penelitian yang akan diteliti, sumber data yang berkaitan dengan
penelitian variabel yang akan diteliti, dan metode yang akandigunakan.
Adapaun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh penulis
adalahdokumentasi, dan wawancara.

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain dengan subjek.* Dalam
hal ini penulis melakukan metode dokumentasi dengan mengumpulkan,
melihat dan menganalisis dokumen seperti Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2015 tentang Pengelollan Penerangan Jalan Umum dan
Lingkungan, dan Penulis juga melakukan studi dokumentasi yang
didapatkan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara berupa
SOP Pengelolaan penerangan Jalan Umum, Daftar Identitas Pelanggan
Lampu Penerangan Jalan Umum.

Wawancara adalah pertemuan yang langsung direncanakan antara
pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan/ menerima
informasi tertentu.’Berdasarkan kebutuhan penelitian,

penulismelakukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kasus

* Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak,
2018), him. 153.
> Mamik, Metodologi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), him. 108.
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penelitian ataupun mengadakan Dialog Langsung dengan Narasumber

di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.

E. Analisis Data
Dalam menganalisis data-data, penulismenggunakan analisis
kualitatif yaitu berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang
dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang
melingkupi sebuah objek penelitian.®
Teknik analisis data model interaktif menurut Miles dan Hubermen
terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah
tahap pengumpulan data, tahap kedua adalah reduksi data, tahap ketiga
adalah display data dan tahap keempat adalah penarikan kesimpulan atau
tahap verifikasi. Dalam skripsi ini Penulis melakukan analisis data dengan
tahap sebagai berikut:
1. Reduksi Data
Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan
penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi suatu bentuk
tulisan yang akan dianalisis.
2. Display Data
Pada prinsipnya, display data adalah mengolah data setelah jadi
yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur

tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam table akumulasi

® Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif (Sukabumi: Jejak, 2018)
him. 235.
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tema) ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema tersebut ke
dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan
subtema yang diakhiri dengan memberikan kode dari subtema tersebut
sesuai dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan.’
3. Verifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman langkah terakhir dalam analisis
data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan
awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada
tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
sudah dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang
valid dan konsisten pada saat penelitian kembali ke lapangan
mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan

kesimpulan yang kredibel 2

" Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Salemba Humanika,
2014), him. 176.

8 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2014), him. 252.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara
1. Geografi

Kabupaten Banjarnegara adalah sebuah kabupaten di Provinsi
Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kotanya juga bernama Banjarnegara.
Kabupaten Banjarnegara terletak di antara 7° 12' - 7° 31' Lintang
Selatan dan 109° 29" - 109° 45%50" Bujur Timur. Luas wilayah
kabupaten Banjarnegara adalah 106.970.997 ha atau 3.10% dari luas
seluruh Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten ini berbatasan
dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang di sebelah utara,
Kabupaten Wonosobo di sisi timur, Kabupaten Kebumen di sisi
Selatan, serta Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di
sebelah barat.

Bentang alam berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran
geografis, wilayah ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai

berikut:

a. Zona Utara, kawasan pegunungan yang merupakan bagian dari
Dataran Tinggi Dieng, Pegunungan Serayu Utara. Daerah ini
memiliki relief yang curam dan bergelombang. Di perbatasann
dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang terdapat
beberapa puncak, seperti Gunung Rogojembangan dan Gunung

Perahu. Beberapa kawasan ini digunakan sebagai objek wisata,
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terdapat pula pembangkit linstrik tenaga panas bumi. Zona sebelah
utara meliputi Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa,
Pagentan, Pejawaran, Batur, Karangkobar dan Madukara.

Zona Tengah, merupakan zona Depresi Serayu yang cukup subur.
Bagian wilayah ini meliputi kecamatan Banjarnegara, Ampelsari,
Bawang, Purwanegara, Mandiraja, Purworejo Klampok, Susukan,
Wanadadi, Banjarmangu dan Rakit.

Zona Selatan, merupakan bagian dari Pegunungan Serayu Selatan,
merupakan daerah pegunungan yang memiliki relief curam
meliputi Kecamatan Pagedongan, Banjarnegara, Sigaluh, Bawang,

Mandiraja dan Susukan.

2. Tipografi

a.

C.

Topografi wilayah ini sebagian besar (65% lebih) berada di
ketinggian antara 100 s/d 1000 meter dari permukaan laut. Secara
rinci pembagian wilayah berdasarkan topografi.

Kurang dari 100 m dari permukaan air laut, meliputi luas 9,82 %
dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi
Kecamatan Susukan dan Purworejo Klampok, Mandiraja,
Purwanegara dan Bawang.

Antara 100 — 500 m dari permukaan air laut, meliputi luas 37,04 %
dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi

Punggelan, Wanadadi, Rakit, Madukara, sebagian Susukan,


https://id.wikipedia.org/wiki/Topografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Topografi
https://id.wikipedia.org/wiki/Susukan,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Purworejo_Klampok,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Mandiraja,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Purwanegara,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bawang,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Punggelan,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Wanadadi,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Rakit,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Madukara,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Susukan,_Banjarnegara
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Mandiraja, Purwanegara, Bawang, Pagedongan, Banjarmangu dan
Banjarnegara.

d. Antara 500 -1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 28,74%
dari seluruh luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, meliputi
Kecamatan Sigaluh, sebagian Banjarnegara, Pagedongan dan
Banjarmangu.

e. Lebih dari 1.000 m dari permukaan air laut, meliputi luas 24,40%
dari seluruh wilayah Kabupaten Banjarnegara meliputi kecamatan
Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, = Pandanarum,

Karangkobar dan Pagentan.

Sungai Serayu mengalir menuju ke Barat, serta anak-anak
sungainya termasuk Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali
Gintung dan Kali Sapi. Sungai tersebut dimanfaatkan sebagai sumber
irigasi pertanian. Wilayah kabupaten Banjarnegara memiliki iklim tropis,
dengan curah hujan rata-rata 3.000 mm/tahun, serta suhu rata-rata 20°-
26 °C.

. Transportasi

Banjarnegara dilalui jalan Nasional yang menghubungkan antara
Banyumas dengan Magelang dan Semarang. Klampok merupakan
persimpangan jalur menuju Purbalingga dan Banyumas. Selain itu terdapat

juga jalan provinsi yang menghubungkan Banjarnegara dengan Batang,


https://id.wikipedia.org/wiki/Mandiraja,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Purwanegara,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Bawang,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pagedongan,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarmangu,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Banjarnegara,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sigaluh,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pejawaran,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Batur,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Wanayasa,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Kalibening,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pandanarum,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Karangkobar,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Pagentan,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Serayu
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Tulis&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Merawu&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Pekacangan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Gintung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Gintung&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kali_Sapi&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Tropis
https://id.wikipedia.org/wiki/Banyumas,_Banyumas
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Magelang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Batang
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melintasi Dataran Tinggi Dieng, Serta daerah Mandiraja sebagai

penghubung antara Banjarnegara dengan Kebumen .

Angkutan bus antarkota yang melewati Banjarnegara antara lain
adalah jurusan Solo-Bawen-Wonosobo-Purwokerto, Semarang-Bawen-
Wonosobo-Purwokerto, Wonosobo-Banjarnegara-Bandung, Wonosobo-
Banjarnegara-Banyumas serta Banjarnegara-Jakarta. Alternatif angkutan
di dalam kota Banjarnegara adalah menggunakan angkutan kota (angkot),
becak, dan dokar. Alternatif lain adalah menggunakan jasa angkutan travel

yang antara lain dilayani adalah:

a. Jakarta - Purwokerto - Banjarnegara - Wonosobo
b. Bandung - Purwokerto - Banjarnegara - WWonosobo
c. Purwokerto - Banjarnegara - Semarang

d. Purwokerto - Banjarnegara - Yogyakarta

e. Purwokerto - Banjarnegara - Semarang - Surabaya
f. Purbalingga - Mandiraja - Kebumen

g. Purbalingga - Mandiraja — Yogyakarta.*

. Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Tugas dan fungsi Dinas

! Wikipedia, “Kabupaten Banjarnegara”, https://id.m.wikipedia.org., diakses 28 Juli 2020.


https://id.wikipedia.org/wiki/Mandiraja,_Banjarnegara
https://id.wikipedia.org/wiki/Dokar
https://id.m.wikipedia.org/
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Perhubungan Kabupaten Banjarnegara ditetapkan melalui Peraturan

Bupati Banjarnegara Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Kabupaten Banjarnegara.

1. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Banjarnegara

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan

bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

2. Fungsi Dinas Perhubungan:

Dalam melaksanakan tugas  pokok Dinas  Perhubungan

Kabupaten Banjarnegara mempunyai fungsi :

a.

Perumusan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan
perparkiran;

Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas
danperparkiran;

Pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan, lalu lintas dan
perparkiran;

Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang
angkutan, lalulintas dan perparkiran;

Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang
angkutan, lalulintas dan perparkiran;

Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
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g. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; danPelaksanaan

fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

3. Visi Dinas Perhubungan Banjarnegara

Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal dan

terjangkau oleh masyarakat Banjarnegara dan sekitarnya.

4. Misi Dinas Perhubungan Banjarnegara

a. Menyelenggarakan pelayanan jasa dan prasarana transportasi

secara efektif dan efisien.

b. Mendukung program kualitas penyelenggaraan Pemerintahan

berdasarkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

c. Mewujudkan pelayanan uji kendaraan bermotor yang terakreditasi.

d. Mengembangkan SDM yang profesional sesuai dengan

kompetensi.?

Tabel 2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2020
No Jabatan Nama
1 | Kepala Dinas Mohamad Igbal, SE.
2 | Sekretaris Dinas Herry Kartika, S.IP., MM.
3 | Kepala Sub Bagian Perencanaan dan | Ani suryani, SH.

’Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara
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Keuangan
Kepala Bagian Umum  dan | Suprapto, S.Sos.
Kepegawaian
Kepala Bidang Angkutan Setiyono, S.Sos.
a. Kepala Seksi Angkutan Jalan Supono, S.Sos.
b. Kepala  Seksi Sarana  dan | Wiyoto, S.Sos.
Prasarana Angkutan
kepala Bidang Lalu Lintas Murdoko, S.H.
1) Kepala Seksi Manajemen | Achmad Bowo Lestiono,
Rekayasa Lalu Lintas dan | S.Sos.
Keselamatan Jalan
2) Kepala  Seksi  Sarana  dan | Agus Pujiono, S.H.
Prasarana Keselamatan Jalan
Kepala Bidang Perparkiran Gunawan, S.H.
3) Kepala Seksi Pendataan, | Prihadi Sudmanto, S.T.

Pengawasan dan Pembinaan

4) Kepala Seksi Pemungutan

Rochim Sunarwendi, S.Pd.

Kepala UPTD Pengujian Kendaraan | Margono, S.IP.
Bermotor
a. Penguji Kendaraan Bermotor | Arinto, S.H.
Penyelia
b. Penguji Kendaraan Bermotor a) Dwiyanto Ari
Pelaksana Lanjutan Wibowo, A.Md.
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b) Heru Thowaf, A.Md.

c) Puji Setyono, S.H.

c. Penguji Kendaraan Bermotor | Mamet Effendi

Pelaksana

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2015 Tentang
Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan di Kabupaten
Banjarnegara

Dalam proses pengelolaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan
Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan
Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan meliputi
pengadaan/pemasangan, pemeliharaan dan pembiayaan.

Proses implementasi kebijakan pada dasarnya secara sengaja
dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang
berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Menurut George Edward
I11 ada empat variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu
komunikasi, sumber daya, disposisi sikap dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi
Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan

dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respons dari
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pihak-pihak yang terlibat.> Komunikasi antara Dinas Perhubungan
dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah ada, dimana dengan
mendiskusikan bagian titik mana yang harus dipasang PJU namun
dalam pelaksanaan sampai saat ini belum terealisasi karena masih
banyak hambatan yang ditemuai dimana anggaran belum sepenuhnya
memadai. Dalam koordinasi dengan Kepala Desa masih belum
berjalan dengan optimal karena belum bersosialisasi secara efektif
dan apa yang akan direncanakan kedepannya, pengajuan PJU sudah
dilaksanakan namun sampai saat ini belum juga terealisasi sehingga
implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21
Tahun 2015 belum terlaksana dengan maksimal.
2. Sumber Daya

Sumber daya adalah menyangkut ketersediaannya khususnya
kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan
kebijakan secara efektif."Dalam pengelolaan PJU dan PJL Dinas
Perhubungan Kabupaten Banjarnegara kekurangan sumber daya
manusia. Jumlah pegawai di bidang PJU hanya berjumlah enam orang
saja. Padalah untuk melaksanakan tugas harus diimbangi dengan
personalia yang seimbang. Sampai tahun 2020 ini jumlah titik lampu
yang harus ditangani sebanyak 18.000 titik lampu. Jumlah identintas
pelanggan sebanyak 1.816, dengan rata-rata berjumlah 6-10 titik

lampu disetiap identitas pelanggannya.

® Riant Nugroho, Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), him.
* Riant Nugroho, Kebijakan Publik. .,. him. 226.
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Untuk sarana seperti kendaraan mobil khusus jumlahnya
hanya dua dengan kondisi yang kurang baik. Anggaran untuk biaya
pemeliharaan PJU juga sangat terbatas seperti pada tahun 2019
sejumlah Rp. 140.000.000.Kabupaten Banjarnegara dihadapkan pada
berbagai permasalahan baik ekonomi, politik maupun sosial budaya
yang mengalami kondisi fluktuatif. Hal tersebut dapat mempengaruhi
pelaksanaan suatu kebijakan tidak berjalan maksimal. Termasuk
dalam pelaksanaan pengelolaan penerangan jalan. Dibutuhkan aspek
ekonomi sosial dan politik yang baik terutama ekonomi (anggaran).

3. Disposisi

Disposisi adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan
implementasi kebijakan.” Disposisi adalah tentang komitmen, lebih
dari kompetensi dan kapabilitas.Para pelaksana Dinas Perhubungan
Banjarnegara  sudah  mempunyai  respons  positif  untuk
mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan,
respon positif tersebut dengan cara menindaklanjuti laporan-laporan

dari masyarakat terkait permasalahan penerangan jalan umum.

Dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2015
tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan, Dinas

Perhubungan Banjarnegara sudah mempunyai sikap yang tanggap dan

> Riant Nugroho, Kebijakan Publik. ., him.226.
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penuh perhatian. Pihak Dinas Perhubungan Banjarnegara tengah
berupaya melakukan pendataan terhadap PJU. Adapun pemetaan juga
akan dilakukan, dengan tujuan untuk mengetahui kebutuhan PJU,
karena hal tersebut berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan.
Menurut Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Keselamatan Jalan Raya
Dinas Perhubungan Banjarnegara Agus Pujiono pada tahun 2020
mengungkapkan setidaknya terdapat dua ruas jalan yang telah sesesai
pembangunannya, untuk segera diberikan PJU. Dua ruas jalan
tersebut adalah ruas jalan Karangtengah ke Selatan dan ruas jalan
Kenteng Madukara. Kebutuhan tersebut akan segera diusulkan oleh
pihak kantor dan hal tersebut merupakan contoh sikap yang penuh
perhatian dan tanggap.

Kebutuhan akan PJU di ruas jalan tersebut akan segera
diusulkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
agar dipertimbangkan. Dua ruas jalan tersebut adalah ruas jalan
Karangtengah ke Selatan dan ruas jalan Kenteng Madukara. Namun
memang saat melaksanakan tugas selama ini cukup kewalahan karena
ketersediaan pegawai dibidang PJU yang sedikit berjumlah enam

orang.

. Struktur Birokrasi

Pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dilakukan
dan memiliki keinginan yang cukup dan sumber daya untuk

melakukannya, tetapi mereka mungkin masih terhambat dalam
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pelaksanaannya oleh struktur organisasi yang mereka gunakan.
Karakteristik yang menonjol dari birokrasi adalah Standar
Operasional Procedure (SOP). Struktur birokrasi ini dikembangkan
sebagai respon internal akan waktu dan pelaksana sumber daya yang
terbatas dan dimaksudkan untuk membakukan pekerjaan pada
organisasiyang kompleks dan luas, struktur organisasi ini seringkali

tetap berlaku dikarenakan adanya kekakuan birokrasi.®

Walaupun  sumber untuk mengimplementasikan  suatu
kebijakan dikatakan cukup dan para pelaksana mengetahui bagaimana
melakukannya tetapi implementasi kebijakan dapat tidak berjalan
efektif karena struktur birokrasi yang tidak efektif.Edward 111 (1980)
mengemukakan pengertian SOP yaitu berbagai rutinitas yang
memungkinkan pihak otoritas membuat berbagai keputusan harian.
Keberadaan SOP diharapkan agar para pelaksana kebijakan dapat
memanfaatkan waktu yang tersedia, menyeragamkan tidakan dari para
pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas
sehingga akan menimbulkan fleksibilitas yang besar serta agar

terjadinya suatu kesamaan dalam penerapan peraturan-peraturan.

Dalam pelaksanaan kebijakan dalam implementasi Peraturan
Daerah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Penerangan Jalan

Umum dan Lingkungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

® Fani Mega Maulidia, “Pengaruh Struktur Birokrasi Terhadap Implementasi Kebijakan
Program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja”, Jurnal limiah Kesehatan Media Husada. Vol. 6,
no. 2, (2017): 188. ojs.widyagamahusada.ac.id.
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sudah mempunyai kejelasan tujuan sebagaimana tercantum dalam

Peraturan daerah tersebut, Tujuan pengelolaan PJU dan PJL vyaitu

menghasilkan kecepatan, keakuratan dan kenyamanan pada waktu

malam hari, menjaga kualitas jarak pandang dan memudahkan bagi

keandaraan dan pejalan kaki yang melintas di malam hari

Adapun standar pelayanan pemasangan lampu PJU dan PJL oleh

Dinas Perhubungan Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Pelayanan Pemasangan/Pembangunan Lampu

Penerangan Jalan Umum

NO

KOMPONEN

URAIAN

Jenis Pelayanan

Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum

Dasar Hukum

1.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004
tentang Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
444);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007
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Tentang Energi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2012 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5281)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang
Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5530);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014
Tentang Kebijakan Energi Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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10.

1K

12.

13.

5594);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenaga
Listrikan (Lembaran Daerah  Kabupaten
Banjarnegara tahun 2011 Nomor 21 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 147);

Peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun
2011 nomor 19, seri E, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
Peraturan Daerah Kabupaten banjarnegara
Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pengelolaan
Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan;
Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Pelayanan;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 35
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan
SOP;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 16

Tahun 2014 tentang Pedoman Survey
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14.

15.

16.

Kepuasan Masyarakat;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 24
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Penanganan
Pengaduan Secara Nasional,

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 1 Tahun
2015 tentang Evaluasi Penyelenggaraan
Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

SOP.

Persyaratan

Pemasangan/pembangunan  PJU dan PJL
berdasarkan atas asas manfaat, keadilan
estetika, pemerataan, efektif dan efisien;

PJU dan PJL program rutin yang ditempakan
di jalan Nasional, jalan Provinsi, jalan
Kabupaten dan jalan Lingkungan, dengan
menggunakan lampu yang sesuai dengan
spesifikasi teknik;

PJU dan PJL Program Proporsional yang
ditempatkan di jalan lingkungan perumahan
terkecil/gang dengan spesifikasi teknis yang

telah ditentukan;

Prosedur

Pemohon membuat surat permohonan yang
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dilampiri persyaratan yang telah ditentukan;

. Surat permohonan dikirim kepada Kepala

Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara;

Berkas dokumen dari pemohon diajukan
kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Banjarnegara untuk  direkomendasikan,

diizinkan atau ditolak;

. Pejabat berwenang mengadakan penelitian

berkas-berkas pemohon, sebagai data yang

akurat agak tidak terjadi dokumen ganda;

. Pejabat  berwenang  melakukan  survey

lokasi/lapangan, dalam hal ini menentukan
titik koordinat untuk menentukan letak

pemasangan/pembangunan PJU atau PJL;

. Apabila semua prosedur telah dipenuhi,

selanjutnya  petugas membuat  rencana
anaggaran biaya yang dibutuhkan untuk
menentukan pembiayaannya, sesuai dengan

anggaran yang ada.

Waktu

Pelayanan

Pejabat menerima atau menolak pengajuan izin
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemohon

dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya/tariff

1. Semua pembiayaan pemasangan  atau
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pembangunan PJU atau PJL dibebankan pada
Anggaran Pemerintah Daerah;
Pemasangan/pembangunan PJL
swadaya/mandiri semua pembiayaan dari
swadaya pemohon;

Tarif rekening listrik PLN ditentukan oleh
PLN, dengan Pajak PJU sebesar 10%

dibebankan kepada masyarakat.

7. | Produk Penerangan Jalan Umum (PJU)
8. | Sarana dan | 1. Mobil khusus Crain;
prasarana 2. Alat dan Perlengkapan;

3. Komputer;

4. Printer;

5. Alat Tulis Kantor.

9. | Jumlah dan | 1. Jumlah SDM 7 (tujuh) orang;
Kompetensi 2. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
Pelaksana 3. Mempunyai kemampuan teknis kelistrikan;

4. Memiliki kemampuan mengolah data dan
pengadministrasian secara elektronik dan
manual;

5. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik

10. | Pengawasan 1. Dilakukan oleh atasan langsung;
Internal 2. Sistem pelaporan secara rutin dan berjenjang.
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11. | Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan sudah sesuai SOP,

Pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun
2015.

12. | Jaminan Perbaikan lampu PJU sudah dibekali dengan
Keamanan dan | pengetahuan tentang teknis kelistrikan, tata cara
Keselamatan menggunakan perlatan, tata cara pengaturan lalu
Pelayanan lintas, rompi pemantul cahaya, pakaian Kkerja

(wearpak), helm pelindung kepala dan trafick corn

13. | Evaluasi Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

Kinerja disampaikan kepada atasan langsung baik secara
berkala, bulanan dan tahunan maupun diperlukan
sewaktu-waktu.

14. | Pengelolaan Melaui:

Pengaduan, a. Telp. (0826) 591331, Fax. (0286) 594771
saran dan | b. Web: www.Dinas Perhubungan.banjarnegara.go.id
masukan c. Email: dishub@banjarnegarakab.go.id

d. Facebook: Dinas Perhubungan Banjarnegara

15. | Maklumat Pegawai Dinas  Perhubungan  Kabupaten
Pelayanan Banjarnegara siap melayani dengan mudah,

transparan, akuntabel dan professional.

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan
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Lingkungan, Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah penggunaan tenaga
listrik secara khusus yang dipasang diruang terbuka atau diluar bangunan,
guna menerangi jalan umum nasional, provinsi dan kabupaten serta
penghubung antar kelurahan/desa menerangi tempat fasilitas umum
tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu, yang perencanaan, pengadaan,
pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh
pemerintah daerah. Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) adalah
penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang diruang terbuka atau
diluar bangunan, guna menerangi jalan lingkungan yang perencanaan,
pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya oleh
pemerintah daerah.

Pengelolaan  Penerangan Jalan Umum adalah  kegiatan
perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran
rekening listrik penerangan jalan umum.

Berdasarkan hasil wawancara terdapat hambatan yang dihadapi
dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21
Tahun 2015 tentang pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan
di Kabupaten Banjarnegara, sebagaimana dikutip dari ungkapan Sekretaris
Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan bahwa:

Dalam menangani masalah pengelolaan PJU di lapangan
dibutuhkan personalia yang memadai, namun kenyataannya
Dinas Perhubungan Banjarnegara hanya mempunyai enam
orang saja yang menangani masalah PJU. Jumlah tersebut
sangatlah sedikit dan menghampat proses pengelolaan PJU
di Kabupaten Banjarnegara.

Ketika melaksanakan tugas selama ini cukup kesusahan
karena ketersediaan tenaga kerja dan yang harus ditangani
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kurang seimbang. Bisa dilihat pada jumlah titik lampu
sebanyak 18.000 dengan identitas pelanggan sebanyak
1.816. Jumlah PJU di daerah Kabupaten Banjarnegara baru
sekitar 30% yang kondisinya baik, selebihnya dalam
keadaan rusak dan masih proses
pemasangan/pembangunan.

Dari total jumlah PJU yang kondisinya kurang baik atau
rusak, anggaran untuk pemeliharaan masih sangat terbatas
terbatas.

Kendaraan khusus untuk untuk pemeliharaan (mobil crain)
J;umlahnya hanya 2 buah dan kondisinya sudah kurang baik.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Implementasi Peraturan

Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015 Tentang

Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan Di Kabupaten

Banjarnegarasebagaimana dikutip dari ungkapan Sekretaris Dinas

Perhubungan Kabupaten Banjarnegara yang menyatakan bahwa:

Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah
Banjarnegara supaya diberikan tambahan tenaga/pegawai
yang menangani masalah PJU. Dari jumlah yang sudah ada
yaitu enam personil, pihak Dinas Perhubungan
Banjarnegara meminta tambahan sebanyak sepuluh
personil.

Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah
Banjarnegara supaya memberikan fasilitas kendaraan yang
kondisinya baik karena yang lama sudah mulai rusak.
Sembari menunggu bantuan kendaraan (crane) dating,
pihak Dinas Perhubungan merawat semaksimal mungkin
supaya kondisinya tetap baik.

Mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah
Banjarnegara supaya diberikan tambahan anggaran biaya
pemeliharaan PJU sesuai kemampuan daerah.

Melakukan perbaikan PJU secara bertahap sesuai dengan
sumber daya yang sudah dimiliki.?

! Herry Kartika, “Wawancara Tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum’:

(Banjarnegara: 2020)

Herry Kartika, “wawancara tentang pengelolaan penerangan jalan umum’:

(Banjarnegara: 2020).
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D. Analisis Maqasid Al Syari’ah Terhadap Pengelolaan Penerangan Jalan
Umum Dan Lingkungan Di Kabupaten Banjarnegara

Pengelolaan penerangan jalan umum dan lingkungan yang
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dilakukan
atas dasar Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 20015 tentang Pengelolaan
Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan. Maksud pengelolaan PJU dan
PJL vyaitu menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta
menambah keindahan lingkungan. Sedangkan tujuan pengelolaan PJU dan
PJL yaitu menghasilkan kecepatan, keakuratan, kenyamanan berkendara
pada waktu malam hari, menjaga kualitas jarak pandang dan memudahkan
pejalan kaki melintasi di malam hari.

Penerangan Jalan Umum memiliki banyak fungsi yaitu untuk
meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengendara khususnya untuk
mengantisipasi  situasi  perjalanan pada malam hari.Memberikan
penerangan sebaik-baiknya menyerupai kondisi disiang hari.Untuk
keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas.Untuk memberikan
kenyamanan dan keindahan lingkungan sekitar jalan.

Oleh karena itu lampu PJU merupakan hal yang sangat penting
bagi pengendara baik mobil maupun motor yang melintasi jalan raya pada
malam hari, dengan adanya lampu PJU diharapkan dapat membuat
pengguna jalan lebih berhati-hati dan merasa aman dalam perjalanan.
Instalasi PJU ini harus menggunakan kaidah pemasangan listrik yang

benar dan hanya dapat dilakukan oleh petugas kelistrikan. Pemberian
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pencahayaan/penerangan adalah fungsi PJU sebagai fasilitas umum pada

lingkungan dan terutama di jalan-jalan umum. PJU bermanfaat untuk

meningkatkan keamanan lingkungan dan jalan, peningkatan untuk

orientasi kota yang lebih baik, sosial budaya masyarakat dan aktifitas

ekonomi dapat meningkat dan menambah keindahan pada jalan.

Mengenai tahapan pengelolaan PJU di Kabupaten Banjarnegara

terdapat prosedurnya yaitu sebagai berikut:

1.

Pemohon membuat surat permohonan yang dilampiri persyaratan yang
telah ditentukan;

Surat permohonan dikirim kepada Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjarnegara;

Berkas dokumen dari pemohon diajukan kepada Kepala Dinas
Perhubungan Kabupaten Banjarnegara untuk direkomendasikan,
diizinkan atau ditolak;

Pejabat berwenang mengadakan penelitian berkas-berkas pemohon,
sebagai data yang akurat agak tidak terjadi dokumen ganda;

Pejabat berwenang melakukan survey lokasi/lapangan, dalam hal ini
menentukan  titik  koordinat  untuk  menentukan letak
pemasangan/pembangunan PJU atau PJL;

Apabila semua prosedur telah dipenuhi, selanjutnya petugas membuat
rencana anaggaran biaya yang dibutuhkan untuk menentukan

pembiayaannya, sesuai dengan anggaran yang ada.
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Selanjutnya pembahasan mengenai penetapan hukum Islam,
metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan
kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Dikalangan ulama usu/ al-figh,
tujuan hukum itu biasa disebut dengan Magqgasid al-syari’ah, yaitu tujuan
al-syar’i dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat
dipahami melalui penelusuran terhadap ayat al-Qur’an dan sunnah
Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama usu/ al-figh tersebut
mengasilkan kesimpulan, bahwa tujuan a/-syar’i menetapkan hukum
adalah kemaslahatan manusia (a/-maslahah), baik di dunia maupun di
akhirat.
Mengutip Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat
Nasution sebagaimana mereka mengutip pendapat al-Syathibi dalam
kitabnya A/-Muwatfaqat Fi Usul al- Figh bahwa tujuan pemberlakuan
hukum dalam Islam terbagi atas tiga tingkatan.®
1. Al-daruriyah (keperluan primer/asas), adalah tingkatan tertinggi dalam
maqasid al-syari’ah, ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia
dan akhirat. Maksudnya sebuah harga mati yang harus dipertahankan
eksistensinya, dengan sekira-kira apabila tidak ada akan
mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia
maupun di akhirat.

2. Al-hajiyah (keperluan sekunder), adalah kebutuhan untuk mencapai

sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan

® Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum
Islam & Magashid Syariah (Jakarta: Kencana 2020), him. 44-45.
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sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara
totalitas, hanya akan menimbulkan masyaqgah (kesulitan).

3. Tahsiniyah (keperluan tersier), adalah kebutuhan yang dianggap baik
menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira, apabila tidak
diupayakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau
mengalami masyaqqgah (kesulitan), akan tetapi hal tersebut hanya

bersifat melengkapi eksistensi maslahat al-daruriyah atau al-hajiyah.

Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Banjarnegara menurut konsep maqasid al-syari’ah yaitu pada maqasidal-
daruriyah. Adapun yang dimaksud dengan magqasidal-daruriyah adalah
kemaslahatan magasid al-syari’ah yang berada diurutan yang paling atas.
Berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di
akhirat. Artinya kehidupan manusia akan kurang berarti jika mengabaikan
salah satu atau bahkan semua dari kebutuhan pokok tersebut. AMagasidal-
daruriyah ada lima unsur yaitu Aifz al-din (memelihara agama), hifz al-
nafs (memelihara jiwa), hifz al-‘aql (memelihara akal), hifz al-nasb
(memelihara keturunan), hifz al-mal (memelihara harta).

Selanjutnya pembahasan mengenai penetapan hukum Islam,
metode penemuan hukum dapat dilihat dari dua segi pendekatan
kebahasaan dan pendekatan tujuan hukum. Dikalangan ulama usu/ al-figh,
tujuan hukum itu biasa disebut dengan Magqgasid al-syari’ah, yaitu tujuan
al-syar’i dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat

dipahami melalui penelusuran terhadap ayat al-Qur’an dan sunnah
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Rasulullah. Penelusuran yang dilakukan ulama usu/ al-figh tersebut
mengasilkan kesimpulan, bahwa tujuan al-syar’i menetapkan hukum

adalah kemaslahatan manusia (a/-maslahah), baik di dunia maupun di

akhirat.

Mengutip Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat
Nasution sebagaimana mereka mengutip pendapat al-Syathibi dalam
kitabnya A/-Muwatagat Fi Usul al- Figh bahwa tujuan pemberlakuan
hukum dalam Islam terbagi atas tiga tingkatan.™
1. Al-daruriyah (keperluan primer/asas), adalah tingkatan tertinggi dalam

magqasid al-syari’ah, ia merupakan penentu adanya kemaslahatan dunia
dan akhirat. Maksudnya sebuah harga mati yang harus dipertahankan
eksistensinya, dengan sekira-kira apabila tidak ada akan
mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan mukalaf di dunia
maupun di akhirat.

2. Al-hajiyvah (keperluan sekunder), adalah kebutuhan untuk mencapai
sebuah kemaslahatan, dengan sekira apabila tidak diusahakan
sebenarnya tidak akan membuat terbengkalainya kemaslahatan secara
totalitas, hanya akan menimbulkan masyaqqgah (kesulitan).

3. Tahsiniyah (keperluan tersier), adalah kebutuhan yang dianggap baik
menurut pandangan umum. Dengan sekira-kira, apabila tidak

diupayakan tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau

19 Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum
Islam & Magashid Syariah (Jakarta: Kencana 2020), him. 44-45.
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mengalami masyaqgah (kesulitan), akan tetapi hal tersebut hanya

bersifat melengkapi eksistensi maslahat al-daruriyahatau al-hajiyah.

Pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten
Banjarnegara menurut konsep maqasid al-syari’ah yaitu pada maqasidal-
daruriyah. Adapun yang dimaksud dengan magasidal-daruriyah adalah
kemaslahatan maqasid al-syari’ah yang berada diurutan yang paling atas.
Berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di
akhirat. Artinya kehidupan manusia akan kurang berarti jika mengabaikan
salah satu atau bahkan semua dari kebutuhan pokok tersebut. AMagasidal-
daruriyah ada lima unsur yaitu hifz al-din (memelihara agama), hifz al-
nafs (memelihara jiwa), hifz al-‘agl (memelihara akal), hifz al-nasb

(memelihara keturunan), hifz al-mal (memelihara harta).

Maksud pengelolaan PJU dan PJL sesuai peraturan daerah tersebut
yaitu menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah
keindahan lingkungan. Untuk pengelolaan penerangan jalan umum yang
dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara dalam
kaitannya maqasid al-syari’ah termasuk ke dalam memelihara harta (Aifz
al-mal) dan perlindungan kepada jiwa (hifz al-nafs). Dalam hal menjaga
harta (hifz al-mal) disini adalah menghindari adanya kemungkinan tindak
kejahatan dimalam hari seperti perampokan, penjambretan, pembegalan
kendaraan dan sebagainya. Tindak kejahatan tersebut bisa saja terjadi

karena kondisi jalan yang gelap dan sepi tanpa penerangan jalan umum.
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Padahal untuk memelihara harta Islam mengharamkan mencuri, merusak

harta baik milik sendiri maupun orang lain.

Sedangkan dalam hal menjaga jiwa (hifz al-nafs) adalah
mengurangi resiko berbahaya bagi jiwa pengendara yang melintasi jalan.
Sebagai contoh saat malam hari, ada orang melintasi jalan dengan kondisi
gelap dan kondisi jalan juga rusak. Hal tersebut sangat membahayakan
jiwa pengguna jalan, karena dapat menyebabkan kecelakaan, pembegalan,
pemerkosaan, bahkan sampai pembunuhan. Padahal untuk memelihara
jiwa, Islam mengharamkan orang sengaja melakukan pembunuhan dan
menyiksa tubuh baik diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu
pengelolaan PJU sangat penting untuk dilakukan. Dengan fasilitas
penerangan jalan yang baik, akan menghindarkan hal-hal yang tidak
diinginkan. Sehingga tercipta kenyamanan dan keamanan di dalam

masyarakat terlebih pengguna jalan.

Selanjutnya dalam pengadaan penerangan jalan di Banjarnegara
sudah memperhatikan kelestarian lingkungan. Dimana lampu penerangan
jalan sebagian sudah menggunakan teknologi jenis lampu light emitting
diode. Jenis lampu tersebut bebas polusi udara dan dinilai lebih ramah
lingkungan karena tidak dibekali dengan kandungan merkuri sebagai
bahan kimia berbahaya, dalam artian jika lampu mati dan hendak dibuang
tidak akan mengkontaminasi lingkungan. Sehingga dapat menjaga kualitas
lingkungan di sekitar terutama lingkungan udaranya. Konsep magqasid al-

syari’ah semua unsurnya ada keselarasan dengan menjaga lingkungan
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hidup (hifz al-bi’ah). Menjaga lingkungan hidup merupakan sebagian dari
mewujudkan kemaslahatan terhadap manusia, dan kemaslahatan itu sendiri
merupakan inti dari magqasid al-syari’ah, oleh karena itu mewujudkan
lingkungan yang ramah dan melestarikan sumber daya alam merupakan

upaya untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan oleh Penulis, maka

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pengelolaan penerangan jalan umum dilakukan oleh Dinas Perhubungan
Kabupaten Banjarnegara yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21
Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Jalan Umum dan Lingkungan, dalam
praktiknya pengelolaan penerangan jalan umum belum dilakukan sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Peraturan Daerah
tersebut. Tenaga kerja di bidang pengelolaan PJU juga sudah dibekali
dengan pengetahuan tentang teknis kelistrikan, tata cara menggunakan
peralatan, tata cara pengaturan lalu lintas, rompi pemantul cahaya,
pakaian kerja (wearpak), helmpelindung kepala dan trafick corn. Akan
tetapi pengelolaan PJU hasilnya tidak maksimal karena baru 30% PJU
yang tersedia. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan
pengelolaan PJU tidak maksimal yaitu terbatasnya sumber daya (tenaga
kerja dan anggaran).

Dalam perspektif magasid al-syari’ah kemaslahatan dapat diwujudkan
apabila terpeliharanya lima unsur, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan,
dan harta. Tujuan utama syariat terletak pada perlindungan terhadap lima
hal tersebut. Mengenai hal itu, untuk pengelolaan yang dilakukan oleh

Dinas Perhubungan termasuk dalam maqasid al-daruriyah adalah untuk
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perlindungan kepada jiwa (Aifz al-nafs), untuk memelihara harta (Aifz al-

mal) dan untuk memelihara lingkungan (Aifz al-bi’ah).

B. Saran
1. Bagi para pembaca diharapkan untuk dapat meneliti kembali tentang
pengelolaan penerangan jalan di Kabupaten Banjarnegara.
2. Bagi pemerintah khususnya penyelenggara pengelolaan penerangan jalan
memberikan pelayanan pengelolaan semaksimal mungkin.
3. Bagi Pemerintah daerah supaya menambah sumber daya untuk

pengelolaan terutama anggaran dan tenaga kerja.
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